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BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, serta berdasarkan pada hasil
pembahasan yang diuraikan dari BAB | dan BAB Il sebelumnya maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa :

Bahwa dala pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I B Timika belum dapat memberikan hak atas pendidikan dan
pengajaran yang sebagaimana mestinya di peroleh oleh narapidana anak karena masih

ada kendala- kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain :

a. Kurangnya fasilitas ruang untuk terwujudnya kegiatan belajar mengajar efektif.
b. Tidak ada perpustakaan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan belajar.

c¢. Kurangnya buku — buku yang sesuai dengan kebutuhan belajar.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia/ Pengajar, sehingga tidak maksimal dalam

menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

e. kurangnya minat dari narapidana anak untuk belajar ataupun dalam keikutsertaan

membuat dan mengembangkan keterampilan.

f. Kurangnya kerjasama pemerintah, baik itu dari kementerian pendidikan ataupun dari
Dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Timika dalam menjalankan tugas dan
wewenang sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak yang Beehadapan dengan Hukumdalam Bab 111 G.
g. Anggaran/ Dana yang minim.

B. Saran
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Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan mengemukakan saran, yaitu :

1. Pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan yang lebih rinci mengenai
standarisasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran khususnya
bagi narapidana anak yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga
Pemasyarakatan. Sehingga ada peraturan hukum yang mengikat dalam proses
pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran untuk narapidana anak di
Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan
agar dapat mencegah kendala-kendala seperti fasilitas-fasilitas dan pengajar
yang hanya diberikan atau disediakan apa adanya di LAPAS yang akan
menjadi alasan tidak terpenuhinya hak narapidana anak dalam pemenuhan
hak atas pendidikan dan pengajaran sesuai yang telah diatur dalam
perundang-undangan mengenai anak mendapatkan pendidikan dan

pengajaran khususnya Lembaga Pemasyarakatan.

2. Dari sudut pandang materiil pemerintah diharapkan untuk menyediakan dana
yang cukup agar di Lembaga Pemasyarakatan dapat memenuhi semua
kebutuhan seperti fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar yang sama
dengan anak — anak yang berada di sekolah pada umumnya.

3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan masih harus memperhatikan pemenuhan
hak atas pendidikan dan pengajaran yang harus diberikan kepada narapidana
anak dan ditingkatkan lagi baik itu dalam hal meningkatkan kerjasama
dengan Kementrian Pendidikan Nasional, Dinas pendidikan Derah dan
Instansi lainnya yang berada dekat dengan Lembaga Pemasyarakatan agar
berjalannya proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan

anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan.
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